SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a.

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
serta menjaga kualitas perizinan berusaha
berbasis resiko dan non perizinan, perlu
dilakukan pendelegasian kewenangan
penyelenggaran perizinan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah, menyatakan bahwa Gubernur
mendelegasikan kewenangan Pemerintah
Provinsi dalam  penyelenggaraan perizinan
berusaha kepada Kepala DPMPTSP;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Gubernur tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6673);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 91);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP
adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi
yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Provinsi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai
dari tahapan permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan terpadu satu
pintu.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan
tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan

dan/atau pejabat pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam

penyelenggaran pemerintahan.

Pendelegasian wewenang adalah
pelimpahan/penyerahan suatu tugas dan/atau
tanggungjawab kepada pihak yang ditunjuk
untuk melaksanakannya.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang
diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai
dan menjalankan usaha dan kegiatannya.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau
kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi
kemungkinan dan akibat bahaya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko
kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan
Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Perizinan Non Berusaha adalah pemberian
dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu
kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha yang
proses pengelolaannya secara elektronik mulai
dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu
pintu.

Unit PTSP adalah unit yang melekat pada
DPMPTSP.



16.

17.

18.

19.

(1)

(2)

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik atau Online Single Submission yang
selanjutnya disingkat OSS adalah sistem
elektronik terintegrasi yang dikelola dan
diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Nomor Induk Berusaha yang selanjudnya
disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha
yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah
pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
adalah mengklasifikasikan ativitas/ kegiatan
ekonomi indonesia yang menghasilkan
produk/output baik berupa barang maupun
jasa, berdasarkan lapangan wusaha/ bidang
usaha yang digunakan sebagai acuan standar
dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi
penyelenggaraan statistik.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENDELEGASIAN

Pasal 2

Gubernur mendelegasikan kewenangan
Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan
perizinan berusaha dan perizinan non berusaha
kepada Kepala DPMPTSP.

Pendelegasian kewenangan oleh  Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang
terdiri atas sektor:

kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;
perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

transportasi;
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kesehatan, obat dan makanan;
10. pendidikan dan kebudayaan;
11. pariwisata; dan

12. ketenagakerjaan;



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha
yang terdiri atas sektor:

lingkungan hidup dan kehutanan;
energi dan sumber daya mineral;
sosial;

koperasi, usaha kecil dan menengah;
transportasi;

pendidikan dan kebudayaan; dan
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kesatuan bangsa dan politik.

c. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat yang
dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Jenis Pelayanan Perizinan yang didelegasikan
kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang
Kegiatan Usaha; dan

c. Perizinan Non Berusaha; dan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan
melalui Sistem OSS.

Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban
perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan
usaha.

Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, merupakan perizinan yang
diatur dalam perundang-undangan di luar
perizinan berusaha, sesuai dengan norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat.



BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP
berkewajiban untuk:

a.

menjamin  kelancaran pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada
masyarakat;

melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan
Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Non Berusaha, baik
pada saat dan pasca penerbitan dokumen;

menyediakan sarana pengaduan untuk
mengelola pengaduan masyarakat; dan

melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan
Perizinan Non Berusaha secara berkala dan/atau
secara insidentil kepada Gubernur dengan
tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Perizinan Non Berusaha oleh Kepala DPMPTSP
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Agustus 2022

P.J. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 19 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
SYAIFUDDIN

Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013



